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Inovasi perkembangan dalam bidang keuangan ini sering disebut dengan 

teknologi finansial/finansial technology (fintech). Akibat adanya perkembangan e-

commerce di Indonesia, maka memberi pengaruh yaitu muncul pula startup fintech 

dengan beragam bentuk berkembang di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah 

securities crowdfunding sebagai bentuk penawaran efek melalui layanan urun dana 

berbasis teknologi informasi sebagai bentuk mini-IPO yang mirip seperti di Pasar 

Modal. Dunia pasar modal dinyatakan bahwa Notaris sebagai profesi Penunjang Pasar Modal 

berdasarkan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

Kehadiran peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan dalam membuat akta-akta notariil 
yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum dalam mengikatkan melalui perjanjian 

pada para pihak. Peran Notaris lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keunagan 

Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Dengan 

munculnya inovasi securities crfowdfunding, kehadiran Notaris juga diperlukan dalam 

sistem Securities Crowdfunding yang memiliki hubungan hukum antara para subjek 

hukum dalam sistem Securities Crowdfunding yaitu pihak penerbit, penyelenggara, dan 

pemodal.. Notaris bertanggung jawab dalam membuat perjanjian penyelenggara 

layanan urun dana antara penyelenggara dan penerbit yang dibuat dalam bentuk akta 

notaris. Akta yang dibuat notaris tersebut adalah akta pengakuan hutang. Akta 

pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak yang secara 

sukarela dibuat oleh debitor dalam rangka menjamin dan/atau menambah keyakinan 

kreditor dalam perjanjian utang piutang yang disebut dengan istilah grosse akta. Grosse 

akta adalah salah satu salinan akta pengakuan utang dengan kepala akta “ demi keadilan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 

Sehingga penelitian ini dibuat atas dasar untuk memahami perbandingan peran Notaris 

dalam membuat akta pengakuan hutang yang telah diatur secara sistematis dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun 

Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) dengan Notaris di Pasar 

Modal Konvensional. Serta meneliti dan mengetahui pelaksanaan eksekuterial Grosse 

Akta yang dibuat Notaris dalam dunia Securities Crowdfunding dan Pasar Modal 

Konvensional di Indonesia. Hal ini dikarenakan kedudukan notaris pada pasar modal 

konvensional dengan notaris pada sistem Securities Crowdfunding memiliki perbedaan. 

Dimana  notaris yang beroperasi dalam pasar modal haruslah terdaftar oleh Otoritas Jasa 

Keuangan  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian hukum 

teoritis yang dikaitkan dengan perundang-undangan terhadap isu hukum yaitu untuk 
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memahami perbandingan peran Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang yang 

telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi 

(Securities Crowdfunding) dengan Notaris di Pasar Modal Konvensional. Serta meneliti 

dan mengetahui pelaksanaan eksekuterial Grosse Akta yang dibuat Notaris dalam dunia 

Securities Crowdfunding dan Pasar Modal Konvensional di Indonesia. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, 

kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal dan literatur lainnya, serta 

menggunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang 

menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum 

tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami 

hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang pada kedudukan peran 

Notaris pada Pasar Modal dan Securities Crowdfunding di Indonesia dan pelaksanaan 

grosse akta pengakuan hutang sebagai bentuk dari pelaksanan perjanjian yang dibuat.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perbandingan Peran Notaris terhadap Perjanjian Antara Penyelenggara dan Penerbit 

dalam Pasar Modal dan Sistem Securities Crowdfunding di Indonesia terletak pada 

kompleksitas kegiatan hukum yang dilakukan. Perbandingan Peran Notaris Pada 

pembuatan perjanjian antara penyelenggara dan penerbit dalam pasar modal adalah pada 

proses penerbitan efek bersifat hutang dimasukkan dalam RUPS yang dibuat Notaris 

pada Pasar Modal dan adanya bank umum selaku wali amanat sebagai pemegang grosse 

akta pengakuan hutang, sedangkan peran notaris SCF untuk membuat perjanjian antara 

penyelenggara dan penerbit tersebut dalam akta pengakuan hutang yang diserahkan 

dalam bentuk grosse akta pengakuan hutang kepada pihak perusahaan penyedia layanan 

selaku penerbit dan perwakilan investor. Serta dibedakan pengaturan terkait dasar 

Hukum Notaris pasar modal memiliki STTD selaku peran penunjang pasar modal yang 

kemudian tidak dimiliki notaris yang melakukan kegiatan di SCF. 

2. Kekuatan pembuktian dan eksekusi dari grosse akta yang dibuat oleh Notaris dalam 

Pasar Modal dan Sistem Securities Crowdfunding di Indonesia  dipengaruhi   dari 

pembuatan bentuk akta pengakuan hutang yang disesuaikan dengan dasar hukum 

pembentukan pasal 224 HIR/258 RBg  dengan kedudukan Notaris yang membuatnya 

dalam keperluan  untuk Pasar Modal dan Securities Crowdfunding. Dimana kedudukan 

Hukum Notaris Pasar Modal memiliki kualifikasi dalam pemahaman mendalam terkait 

pasar modal yang dilandasi STTD peran penunjang pasar modal sedangkan Notaris SCF 

tidak memiliki ketentuan yang sama dalam melakukan kegiatan pembuatan akta 

pengakuan hutang.  

Banjarmasin, 08 Agustus 2024 

Penulis, 
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ABSTRAK 

Oleh : 

Frengki Budi Wijaya,3 Lena Hanifah4 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

Kata Kunci : Akta Pengakuan Hutang, Pasar Modal, Securities Crowdfunding. 

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti peran Notaris baik di Pasar Modal maupun 

Securities Crowdfunding (SCF) dalam melakukan penawaran efek di Indonesia, dengan 

tujuan untuk menganalisa perbandingan peran Notaris dalam membuat akta pengakuan 

hutang yang telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi 

(Securities Crowdfunding) dengan Notaris di Pasar Modal Konvensional. Serta meneliti 

dan mengetahui pelaksanaan eksekuterial Grosse Akta yang dibuat Notaris dalam dunia 

Securities Crowdfunding dan Pasar Modal Konvensional di Indonesia.. Dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa 

perbedaan mendasar antara peran antara Notaris di Pasar Modal dan Notaris dalam 

sistem Securities Crowdfunding terletak pada kompleksitas kegiatan hukum yang 

terjadi. Peran Notaris pada pembuatan perjanjian antara penyelenggara dan penerbit 

dalam pasar modal adalah pada proses penerbitan efek bersifat hutang dimasukkan 

dalam RUPS yang dibuat Notaris pada Pasar Modal dan adanya bank umum selaku wali 

amanat sebagai pemegang grosse akta pengakuan hutang, sedangkan peran notaris SCF 

untuk membuat perjanjian antara penyelenggara dan penerbit tersebut dalam akta 

pengakuan hutang yang diserahkan dalam bentuk grosse akta pengakuan hutang kepada 

pihak perusahaan penyedia layanan selaku penerbit dan perwakilan investor. Kekuatan 

pembuktian dan eksekusi dari grosse akta yang dibuat oleh Notaris dalam Pasar Modal 

dan Sistem Securities Crowdfunding di Indonesia  dipengaruhi   dari pembuatan bentuk 

akta pengakuan hutang yang disesuaikan dengan dasar hukum pembentukan pasal 224 

HIR/258 RBg  dengan kedudukan Notaris yang membuatnya dalam keperluan  untuk 

Pasar Modal dan Securities Crowdfunding. Dimana kedudukan Hukum Notaris Pasar 

Modal memiliki kualifikasi dalam pemahaman mendalam terkait pasar modal yang 

dilandasi STTD peran penunjang pasar modal sedangkan Notaris SCF tidak memiliki 

ketentuan yang sama dalam melakukan kegiatan pembuatan akta pengakuan hutang.  
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